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Banyak pihak sepakat bahwa penyebab terjadinya kesenjangan atau ketertinggalan
pembangunan wilayah, pulau dan propinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dibanding
Kawasan Barat Indonesia (KBI) selama ini, disebabkan karena adanya akumulasi masalah
atau kepentingan politik praktis pemerintah di tingkat pusat maupun di daerah, dan
diperkuat oleh adanya perbedaan karakteristik fisik wilayah, kualitas dan kuantitas sumber
daya manusia serta kekuranglengkapan sarana, prasarana serta infrastruktur di KTI.
Akibatnya, kebijaksanaan pembangunan antar kawasan di Indonesia menjadi timpang
atau tidak adil.
Jika dikehendaki untuk meningkatkan efektifitas dan produktifitas perekonomian
nasional secara adil dan berkelanjutan, maka kebijaksanaan pembangunan ekonomi KTI
perlu segera diintensifkan atau ditingkatkan. Mengingat lebih dari 60 persen SDA
nasional, terutama sektor agro berada di wilayah KTI, disamping itu karena posisi
strategis geografisnya yang memberi peluang besar terutama dalam aspek perdagangan
internasional untuk sektor-sektor unggulannya tersebut, ke beberapa negara di kawasan
Amerika utara, Jepang, dan tiga dari empat macan Asia di sebelah utara dan dua negara
maju di selatan, yaitu Australia dan Selandia Baru,
Memperhatikan keterbatasan dan peluang tersebut, maka sejak regim pemerintahan
Orde Baru hingga kini telah diupayakan untuk membenahi daerah-daerah di KTI melalui
beberapa kebijaksanaan dan strategi. Tapi sayang, berbagai hal yang telah ditempuh
tampaknya masih setengah hati. Sehingga pertanyaannya adalah ke depan bagaimana
seharusnya KTI dibangun, terutama setelah bangsa ini memasuki era regionalisasi dan
globalisasi yang sudah tidak mungkin dihindari. Berikut ini terlebih dulu dibahas
mengenai tantangan yang dihadapi KTI, kemudian baru membahas kebijaksanaan atau
strategi yang perlu direncanakan dan dilaksanakan untuk memperbaiki situasi yang ada
dalam rangka meningkatkan intensitas pembangunan ekonomi wilayah KTI.
Pertama, salah satu tantangan yang paling nyata adalah masih kurang baiknya
manajemen pembangunan pemerintah nasional yang diterapkan, karena tampaknya masih
bersifat parsial dan belum dikoordinasi baik dengan kegiatan pembangunan di KTI oleh
suatu lembaga pengelola khusus yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab secara
penuh. Lembaga yang mengurusi wilayah KTI ini sebenarnya dulu sudah ada yang saat
ini dirubah namanya sehingga fungsinya semakin termarjinalkan, dalam prakteknya tidak
mempunyai daya atau kemampuan untuk memobilisasi apalagi untuk menggerakkan
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2pelaku-pelaku ekonomi yang ada, melalui berbagai kebijaksanaan, fiskal maupun
keuangan yang benar-benar dapat mendorong tumbuhnya kegiatan investasi maupun
perdagangan sektor ekonomi unggulan KTI. Tampaknya, kementerian yang dulu
mengurusi KTI hanya berkutat pada tataran konsep atau ide-ide besar, belum pada tataran
aplikasi program-program kegiatan yang riil yang dapat mempengaruhi keputusan
berusaha lembaga-lembaga ekonomi yang ada. Hal ini terutama dimungkinkan karena
masih lemahnya peranan lembaga perencanaan di daerah, dimana lembaga ini belum
menjadi partner kementerian yang mengurusi KTI tersebut, baik dalam menginventarisasi,
mendorong apalagi menjamin sektor-sektor ekonomi unggulan yang dapat dikembangkan
dan dibangun oleh para pelaku dunia usaha khususnya. Sebab, selama ini umumnya
lembaga perencanaan di wilayah KTI, masih hanya berfungsi sebagai instrumen politik
pemerintah dalam merealisasikan kepentingan-kepentingan jangka pendek politik
pemeritah yang berkuasa. Jadi belum sebagai lembaga perencanaan yang bersifat “bottom
up”, yaitu mendasarkan kegiatannya berdasarkan kondisi dan kebutuhan pembangunan
daerahnya secara utuh.
Tantangan lainnya adalah lebih banyaknya kegiatan investasi pemerintah nasional
di sektor prasarana yang selama ini lebih banyak ditujukan ke KBI, karena pertimbangan
besarnya jumlah penduduk, maupun karena pertimbangan kemudahan pelaksanaan dan
pengawasan kegiatan. Masalah semakin kompleks, karena perilaku pemerintah ini diikuti
oleh sektor swasta domestik atau asing dalam beberapa kegiatan ekonomi utama, seperti
investasi atau perdagangan dan terutama dalam sektor keuangan-perbankan. Tercermin
dari adanya sejumlah pengusaha PMDN dan PMA, dimana kegiatan ekonominya hanya
serupa dengan kegiatan perdagangan atau investasi yang dilakukan para “komprador”,
yakni pedagang berkedok investor yang hanya menjadi perpanjangan tangan dari
kepentingan pengusaha yang ada di pusat-pusat perdagangan dan investasi di luar KTI,
bahkan dari luar negeri.
Sebagai konsekwensinya, kurangnya ditemukan lembaga-lembaga usaha produktif
yang bergerak dibidang investasi produktif di sektor riil yang dapat meningkatkan nilai
tambah sektor unggulan daerah KTI. Alasannya, karena umumnya PMDN maupun PMA
lebih mendasarkan usahanya pada prinsip efisiensi, karena berbagai alasan, seperti alasan
terbatasnya sarana dan prasarana investasi, rendahnya potensi dan kualitas Sumber Daya
Manusia dan teknologi serta rendahnya daya beli masyarakat. Akibatnya, banyak sumber
daya ekonomi yang ada di KTI, baik sumber daya riil utamanya sektor ekstraktif maupun
sumber daya keuangan, tabungan atau kredit, akhirnya mengalir ke luar wilayah KTI.
Sehingga selama ini, berbagai daerah di KTI, hanya berkonsentrasi pada kegiatan
ekonomi yang ditujukan pada usaha untuk mendukung peningkatan hasil ekspor bukan
olahan, dimana kegiatan ekonomi tersebut tidak menciptakan kegiatan ekonomi riil yang
mempunyai efek multiplier terhadap perluasan kegiatan investasi, penyerapan tenaga kerja
dan peningkatan pendapatan masyarakatnya. Konsekwensi logis dari keadaan-keadaan
tersebut bahwa secara struktural daerah-daerah di KTI berarti akan sulit menjadi wilayah
pusat perekonomian sektor riil, pusat perdagangan, apalagi sebagai pusat keuangan.
Persoalan atau tantangan lainnya, berasal dari dalam daerah-daerah di KTI sendiri,
disebabkan oleh perilaku pemerintah di masing-masing daerah, masih banyak dengan cara
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kepentingan-kepentingan jangka pendek, melalui penetapan-penetapan peraturan yang
tidak pro bisnis, tapi pro pada kepentingan birokrasi politik praktis pemerintah, dimana ini
merupakan akibat disalah praktekkannya prinsip-prinsip UU otonomi daerah. Seperti
ditunjukkan oleh begitu banyaknya peraturan-peraturan yang dapat membatasi
tumbuhnya minat usaha, tumpang tindihnya peraturan yang ditetapkan serta meluasnya
praktek pemerasan secara halus atau kasar dari aparat melalui praktek KKN yang
terselubung.
Selanjutnya, tantangan yang tidak kalah pentingnya adalah berlangsungnya era
regionalisasi dan globalisasi ekonomi yang sudah tidak mungkin ditolak, yang sebelumnya
belum banyak diperhitungkan dalam proses perencanaan pembangunan nasional apalagi
di daerah. Perlu disadari, bahwa kedua regim ekonomi bebas ini seperti mata silet, disatu
sisi dapat menguntungkan tapi juga dapat merugikan. Dapat menguntungkan, jika
regionalisasi dan globalisasi dapat memberikan stimulasi ekonomi yang positif bagi
kegiatan-kegiatan ekonomi produktif di masing-masing wilayah KTI, seperti peningkatan
alih teknologi dan manajemen untuk peningkatan kualitas investasi atau perdagangan
serta meluasnya pasar. Tapi di lain pihak dapat juga menimbulkan penghisapan sumber
daya ekonomi domestik dan daerah, yang dapat merugikan kegiatan pembangunan dalam
negeri umumnya dan KTI khususnya, misalnya berupa adanya capital flight, penguasaan
asing terhadap sektor ekonomi strategis, utamanya sektor ekstraktif.
Kedua, untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut di atas, maka tampaknya perlu
menemukanali ide atau konsep tentang mekanisme untuk mengatasi berbagai tantangan
yang ada, jika tidak menginginkan model pembangunan ekonomi di KTI seperti apa yang
ada selama ini, yakni pembangunan ekonomi yang semu dengan ciri pertumbuhan
ekonomi yang rendah dan timpang, terutama karena model pembangunannya tidak tidak
didasarkan pada pengelolaan potensi sektor riil perekonomian wilayah KTI sendiri.
Dalam kaitan itu, maka berikut ini akan dijelaskan langkah-langkah strategis yang
mungkin dapat ditempuh guna mengatasi berbagai tantangan tersebut sehingga
pembangunan ekonomi di wilayah KTI dapat meningkat sesuai harapan.
Satu, pembenahan harus dimulai dari pemerintahan nasional atau daerah sendiri.
Diantaranya dengan tetap berusaha menerapkan strategi pembangunan ekonomi
kontemporer yang ditekankan pada « resources based strategy », yakni strategi pembangunan
yang  menekankan pada pemberdayaan dan pengembangan sumber daya lokal, dengan
penekanan pada pembangunan dan pengembangan komoditas unggulan daerah, sesuai
ketersediaan SDA yang cukup melimpah, diantaranya sektor agro, yang didukung oleh
SDM yang banyak, meskipun memang belum terlatih. Dengan strategi ini maka para
pelaku ekonomi utama, yakni para pengusaha atau investor yang berusaha di daerah ini
khususnya akan leluasa dan mandiri dalam mengembangkan kemampuannya sesuai
dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada tanpa harus mengikatkan proses
produksinya secara berlebihan kepada sumberdaya ekonomi dari luar wilayahnya,
sehingga mereka dapat menekan biaya, memaksimalkan produktivitas dan labanya.
Selama ini tampaknya telah terjadi salah urus pengelolaan potensi daerah, karena
manajemen pengelolaan ekonomi nasional yang serba sentralistik, sehingga pengusaha
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potensi daerahnya yang kaya tersebut, sehingga yang menikmati adalah para pengusaha
atau investor yang dekat dengan pusat, dengan menjadikan wilayah KTI sebagai wilayah
eksploitasi untuk kepentingan mereka. Semoga dengan berlakunya UU otonomi daerah,
maka akan lahir sentra-sentra ekonomi baru di daerah yang dibangun secara bersama oleh
para pengusaha berdasarkan kepentingan guna mengeksploirasi potensi ekonomi unggulan
KTI. Jika ketentuan ini berjalan sesuai harapan, maka konstelasi kekuatan dunia usaha
yang tersentralisasi di KBI sedikit demi sedikit akan beralih ke daerah-daerah di KTI, dan
cepat atau lambat mereka akan membangun imperium bisnisnya, yang berbasis pada
kekuatan potensi daerahnya masing-masing.
Dua, pemerintah nasional atau daerah harus berinisiatif mengembangkan perilaku
kewirausahaan bagi pengusaha agar dapat mandiri, dengan cara tidak
menumbuhsuburkan praktek bisnis yang mengandalkan proyek-proyek pemerintah (pseudo
enterpreneur). Masa pesta pora para pseudo enterpreneur sudah usai, kini wirausahawan harus
berhadapan dengan pasar dengan berbagai peluang dan rintangannya, sehingga untuk itu
mereka harus kreatif dan inovatif. Dalam kaitan itu, maka pemerintah harus menciptakan
kondisi yang kondunsif, sehingga pengusaha di daerah KTI khususnya tidak lagi menjadi
pengusaha yang hanya menunggu untuk memperoleh jatah usaha dari proyek-proyek
ekonomi pemerintah. Perlu disadari bahwa kebijaksanaan serupa ini hanya dapat berjalan
jika pemerintah daerah benar-benar berusaha meninggalkan praktek pemerasan melalui
KKN atau dengan cara menetapkan peraturan-peraturan yang tidak pro bisnis. Dan jika
memungkinkan, pemerintah juga dapat memberikan kompensasi atau insentif khusus
kepada para pengusaha yang telah memberikan sumbangan riilnya bagi pembangunan
daerah di KTI berupa tax holiday misalnya, karena perannya dalam meluaskan kegiatan
investasi dan penyerapan tenaga kerja.
Pada prinsipnya, hal-hal di atas memang sesuatu yang sulit dicapai dalam jangka
waktu pendek. Oleh karena itu pembangunan mentalitas mandiri para pengusaha perlu
dibina dan dikembangkan terus secara serius oleh pihak-pihak yang berkepentingan,
diantaranya pemerintah. Misalnya melalui kerjasama pelatihan-pelatihan berusaha atau
berinvestasi, atau memberikan kemudahan perizinan berusaha di bawah sistem satu atap
misalnya, serta pemerintah harus mampu meyediakan informasi-informasi akurat dan
terjamin mengenai sektor-sektor unggulan yang dapat dikembangkan atau dikerjasamakan
pengusahaannya, antara pemerintah dengan dunia usaha atau antar para pengusaha
sendiri. Yang jelas bahwa strategi ini dapat berjalan hanya jika pemerintah mendasarkan
kebijkasanaannya  pada prinsip bahwa para pengusaha adalah mitra usaha, jadi bukan
sebagai obyek kebijakan pemerintah.
Pada dasarnya memang peluang bisnis di daerah bukanlah sesuatu hal yang mudah
diidentifikasi. Karena itu, para pengusaha hendaknya mempunyai pedoman-pedoman
tertentu guna dapat menangkap peluang bisnis. Diantara pedoman yang penting tersebut
adalah agar para pengusaha tidak lagi berfikir vertically integrated, dan harus bisa masuk ke
dalam peluang bisnis apa saja, asalkan segmentasi pasarnya jelas. Hal ini berarti bahwa
pengusaha tidak boleh menggunakan lagi mix-match production, tidak boleh lagi menguasai
5seluruh usaha sendiri dari hulu ke hilir. Dengan demikian para penguasaha harus
membentuk jaringan bisnis dan menguasai bisnis inti (core busines) sesuai kompetensinya.
Tiga, pembenahan dalam kaitannya dengan peranan lembaga keuangan dan
perbankan, kiranya dengan adanya UU otonomi daerah maka sektor perbankan yang ada
di daerah KTI masing-masing dapat melakukan beberapa penyesuaian kebijaksanaan baik
demi kepentingan internal perbankan sendiri maupun demi kepentingan ekonomi makro,
dengan cara mengakomodasi semangat UU otoda guna melayani kebutuhan masyarakat
di wilayah KTI secara optimal. Caranya, Bank Indonesia, kiranya dapat menetapkan
persyaratan perbankan di wilayah KTI agar dapat lebih mudah dibandingkan dengan
perbankan yang berskala nasional apalagi internasional yang ada di KBI. Atau penilaian
kinerja perbankan di KTI dapat pula berbeda, baik dari segi likuiditasnya, solvabilitasnya
dan rentabilitasnya. Begitupun terhadap peraturan-peraturan lainnya yang dianggap tidak
terlalu prinsip agar dapat sederhanakan. Selain itu Bank Indonesia kiranya dapat
menetapkan peraturan bahwa lokasi atau wilayah kerja perbankan disesuaikan dengan
nilai modal dan fokus usaha mereka. Demikian pula kiranya pemerintah atau Bank
Indonesia perlu menetapkan peraturan yang khusus terhadap Bank Pembangunan Daerah
agar dapat menjadi lembaga penggerak utama bagi pengembangan dan pembangunan,
khusus dalam kaitannya dengan sektor keuangan dan perbankan di daerah, agar visi, misi
dan strategi pembangunan daerah dapat lebih mudah direalisasikan.
Khusus dalam kaitannya dengan aspek peran lembaga perbankan komersial pada
umumnya, dan khusus yang ada di wilayah KTI, maka kiranya dapat melakukan beberapa
strategi konkrik sesuai perkembangan dan kebutuhan masyarakat KTI, diantaranya seperti
yang disebutkan berikut ini :
1. sektor perbankan secara sendiri sendiri atau berkelompok dapat membuat dan
melaksanakan suatu sistem perkreditan yang tipik atau khas, yang mempunyai manfaat
nilai tambah bagi sektor ekonomi unggulan yang akan dikembangkan, maupun buat
kepentingan sektor perbankan sendiri. Misalnya, melaksanakan program kredit yang
bersifat individu, dapat dilakukan melalui strategi pendampingan secara langsung
terhadap suatu unit usaha sebagai mitra kerja. Dalam hal ini perbankan dapat memberikan
pelatihan teknis produksi, pembenahan manajemen usaha dan akuntansi, strategi
menembus dan memperluas pasar, serta meningkatkan kapabilitas manajerial para pelaku
usaha dibidang produksi, maupun pengawasan penggunaan dana kredit. Selain itu
perbankan dapat menjadi jembatan untuk memperlancar proses produksi, baik dalam
hubungan ke hulu maupun ke hilir. Hal ini hanya dapat berjalan, misalnya jika bank
membentuk unit bisnis strategis (SBU) sehingga bank dapat melancarkan transaksi usaha
antara mitra binaan dengan para pemasok, guna meningkatkan akses ke pasar output.
SBU tersebut perlu menyusun pula direktori produk mitra binaan sekaligus membuat
daftar bahan baku atau penolong yang dibutuhkan, dimana daftar tersebut dapat
disampaikan dalam jaringan internet. Tentu saja hal ini tidak mudah dilaksanakan, karena
akan berhadapan dengan beberapa kendala nyata, sebab “there’s no free lunch”, diantaranya
biaya SDM pendamping itu sendiri serta biaya-biaya lainnya yang harus dikeluarkan.
Namun demikian, hal ini sebenarnya dapat diatasi dengan merekrut SDM dengan pola
kontrak misalnya dari para sarjana-sarjana yang baru lulus tapi cerdas dan beretika, atau
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saran, bahwa pentingnya perbankan daerah merekrut tenaga perbankan yang berasal dari
daerah operasi mereka.
2. perlu pula kiranya perbankan menerapkan sistem atau program kredit kepada
kelompok, terutama kepada kelompok-kelompok usaha yang sudah mapan diberbagai
bidang. Sistem serupa ini mempunyai banyak keuntungan, seperti dapat mengeliminasi
peluang penyalahgunaan dana kredit sehingga dapat mengurangi kredit bermasalah,
kemudian dapat meningkatkan efisiensi usaha dalam hal pengadaan bahan baku, produksi
dan pemasaran. Karena jika mekanisme produksi dan pemasaran berjalan lancar maka
pengembalian kredit akan lancar pula. Namun demikian sistem ini berhadapan juga
dengan beberapa kendala, diantaranya mengenai pelunasan kredit kelompok sulit
diramalkan karena keputusan dilakukan atas persetujuan anggota kelompok Selain itu
kendala organisasi, akibat pimpinan kelompok terkadang bersifat mendua, yakni
terkadang hanya mewakili kepentingan usahanya dibanding kepentingan kelompoknya,
atau kendala adminstrasi akibat kesalahan suatu anggota kelompok, yang berakibat pada
perilaku perbankan menjadi lebih konservatip terhadap usaha kelompok secara
keseluruhan.
3. sektor perbankan perlu membentuk jaringan kerja untuk meningkatkan
jangkauan sektor perbankan ke sektor ekonomi unggulan agro khususnya, secara individu
maupun secara berkelompok, yang bersifat “mutual relationship”. Dalam hal ini,
diantaranya dengan cara menjalin kerjasama antar bank sendiri, yakni antara bank yang
jaringan kantornya cukup luas dengan bank yang terbatas kantornya. Kegiatan kerjasama
tersebut bukan hanya berupa kegiatan mendistribusikan dana saja tapi berbagai kegiatan-
kegiatan potensial lainnya yang dianggap dapat memberi keuntungan bersama.
Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa dari berbagai uraian di atas tentang berbagai
strategi yang perlu dilakukan guna meningkatakan kegiatan pembangunan sektor
unggulan SDA dan agrobsinis khususnya di KTI, jelas adalah bukan sesuatu hal yang
mudah untuk dilaksanakan apalagi dicapai. Karena keberhasilannya sangat ditentukan
oleh peran ketiga kelompok pelaku utama yang umumnya saling tarik menarik
kepentingan. Pemerintah yang merupakan agen ekonomi pertama harus selalu
bertanggung jawab untuk menciptakan iklim berusaha yang baik, profesional dan etis.
Kemudian kelompok pengusaha harus secara sukarela selalu melakukan penyesuaian-
penyesuaian perilaku usahanya mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi baik karena
faktor internal maupun internasional. Berikutnya, sektor perbankan, dalam menjalankan
usahanya jangan hanya mendasarkan pada motivasi memperoleh keuntungan saja, tapi
juga hendaknya mendasarkan perilakunya pada pertimbangan demi pembangunan daerah
di KTI khususnya. Jelas segala harapan ini sulit dilaksanakan jika ketiga lembaga ekonomi
tidak menyatukan sikap bahwa penyelesaian masalah di wilayah KTI merupakan
tanggungjawab bersama. Oleh karena itu sudah saatnyalah kini para pelaku ekonomi
membangun spirit hubungan yang bersifat “mutual relationship”, yakni hubungan yang
saling membantu, membutuhkan dan menguntungkan dalam membangun dan
memberdayakan sektor ekonomi unggulan di KTI, melalui peningkatan kegiatan investasi
dan perdagangan sektor agro khususnya, dan SDA umumnya.
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